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MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 109 TAHUN 2003

TENTANG

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT

DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENJADI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa untuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri, perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Pusat dan Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri perlu dilakukan penertiban secara terarah dan terkoordinasi;

b.
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri.

Mengingat 
:
1.
Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‑pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang‑undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang‑undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang‑undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Ilmu Pemerintahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negerí Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.
Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada APBN dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya;

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah PEgawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan diluar Instansi induknya;

3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

4. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil adalah Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen balam Negeri;

5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

BAB II

PERSYARATAN PERPINDAHAN

Pasal 2

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipii Departemen Dalam Negeri harus memenuhi persyaratan :

a. Mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam bentuk Surat Pernyataan Persetujuan;

b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan atau dalam proses peradilan;

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang‑kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

d. Tidak sedang menjalani tugas belajar;

e. Berdasarkan hasil test kompetensi dan atau test psikologi yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri sekurang‑kurangnya baik;

f. Sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

BAB III

TATA CARA PERPINDAHAN

Pasal 3

Tata Cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui :

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Departemen/Lembaga Non Departemen kepada Menteri Dalam Negeri cq. Sekretaris Jenderal;

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri cq. Sekretaris Jenderal;

Pasal 4

Berdasarkan usul perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian untuk :

a. Melakukan penelitian berkas usul perpindahan Pegawai Negeri Sipil;

b. Mengkoordinasikan secara tertulis kepada pimpinan komponen terkait Cq. Sekretaris Komponen/Pimpinan unit kerja untuk mendapatkan pertimbangan/persetujuan;

c. Melakukan test kompetensi dan atau test psikologi.

Pasal 5

(1)
Apabila perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memenuhi persyaratan, Kepala Biro Kepegawaian meneruskan usul perpindahan Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Keputusan;

(2)
Apabila perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 tidak memenuhi persyaratan, Kepala Biro Kepegawaian menolak usul Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTER DALAM NEGERI
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HARI SABARNO

